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BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR E6 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHI RRAH MANI RRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam
Pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
L3 Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 L Tahun
2OLL tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor L3 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Kepala
Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang
kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan
berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;

bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 7t Tahun 2O1O tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah dalam Pasal 10 ayat {21 bahwa
penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis
akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai
Tahun Anggaran 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu
Peraturan;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun L999 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 382);

b.

c.
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3.

4.

5.

7.

8.

9.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor a280l;

Undang-Undang Nomor L Tahun 2OA4 tentang
Perbendaharacul Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara (kmbaran Negara Tahun 2OA4 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 44OO);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Arrtara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor Nomor L26, Tambahan
I,embaran Negara Republik Indonesia aa38);

Undang'Undang Nomor 11 Tahun 2A06
tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor i2,Tarcrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2AOg tentang Pqiak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OAg Nomor 13O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20 1 1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a\

10. Undang-Undang Noritor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tasnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Perahrran Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 kntang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 246, Taarrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OOS tentang
Dana Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a575);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang
Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2O1O tentang
Pembahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor
11O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOS Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20A6 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemedntah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a6lal;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OOT tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungiawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah,
dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
kepada Masyarakat (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OA7 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a6931;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OOT tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7381;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2OOT tentang Tata
Cara Pelaksanaan Ke{a Sama Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47611;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang
Dekosentrasi dan T\rgas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a816);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 7L ?ahun 2O1O tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OtO Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2OLl tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2}ll Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219)

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2An
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52721;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s533);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 31O);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OOT
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akunntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Arc Nomor 14251;

27. Peruturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1" Tahun 2Ol4
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2AH Nomor 32);

28. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2OOB tentang
Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil {Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);

29. Perafixan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2Ol2
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daeran Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor O8);

30. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 2OL4
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2Ol4 Nomor 2331;

MEMUTUSKAN:

MeNetaPKAn : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal L

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.

2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsllr
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas
Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat
Kabupaten Aceh Singkil.

3. Dewan Perwakilan Ralryat Kabupaten selanjutnya
disingkat DPRK Aceh Singkil adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Singkil, selanjutnya disingkat APBK Aceh Singkil adalah
renca-na keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah
dan DPRK Aceh Singkil, dan ditetapkan dengan Qanun.

5. Keuangan Daera-h adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /
pengguna barang.

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah
pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /
pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan
kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBK Aceh Singkil dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah.

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalatr PPKD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai bendahara umum daerah.
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11.

72.

13.

L4.

15.

L6.

t7.

18.

19.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.
Kuasa tsendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala
daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan
prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan
jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Rekening penerimaan adalah rekening yang digunakan
untuk menarnpung penerimaan daerah setiap hari.
Rekening Pengeluaran adalah rekening yang diisi dengan
dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah
untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang
telah ditetapkan dalam APBD.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi
dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta
penginterpretasian atas hasilnya.
Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya
disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam men5rusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.
SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui
pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam
pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang
ditetapkan dalam APBK Aceh Singkil.
SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang
mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan
berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas
dana berbasis akrual.

22. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah
rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara,
peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi
akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan
pelaporan keuangan di lingkungan organisasi
pemerintah.

20.
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23. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat
LRA adalah laporan yang menyqiikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, belania, transfer, surplus/defisit-LFtA,
pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO
adalah laporan yang meny4iikan inforrnasi mengenai
seluruh kegiatan operasional keuangan entitas
pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban
dan surplus/de{isit operasional dari suatu entitas
pelaporan yang penyqiiannya disandingkan dengan
periode sebelumnya.

BAB II
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN ACEH SINGKIL

24.

Pasal 2

(1) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah memuat prosedur
dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi
transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku
besar, pen5rusunan neraca saldo serta penyajian laporan
keuangan.

{2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
laporan realisasi allggaran;
1. laporan perubahan saldo a.nggaran lebih;
2. neraca;
3. laporan operasional;
4, laporan arus kas;
5. laporan perubahan ekuitas; dan
6. cata.tan atas laporan keuangan.

Pasa] 3

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

a. sistem akuntansi PPKD; dan
b. sistem akuntansi SKPD.

Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (U huruf a mencakup teknik pencatatan,
pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO,
beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan,
aset, kewqiiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi,
penyusunan laporan keuangan PPKD serta
penyusunarl laporan keuangan konsolidasian
pemerintah daerah.
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(3) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b mencakup telsrik pencatatan,
pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO,
beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban,
ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta pen)rusunan
laporan keuangan SKPD.

Pasal 4

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh
Singkil berbasis akrual sebagaimana tercantum dalam
lampiran Peraturan ini.

, BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini berlaku maka Peraturan Bupati Aceh
Singkil Nomor 3 Tahun 2OL2 tentang Sistem dan Prosedur
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

v'
!

Diundangkan di Singkil
pada tanggal, 2A Wnlxc eot4

SEKRETARIS DAERA PATEN
ACEH SI

BERITA D KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2OL4 NOMOR

Ditetapkan di Singkil ,
pada tanggaL 22 Wvfut QotA

PATI ACEH STNGKIL, /L
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